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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Pernanan Direktorarat Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam hal ini Unit 

Pelaksana penimbangan yang ada di provinsi Gorontalo, masih terdapat perbedaan  

dalam proses penegakan hukum. Tidak bisa dibilang baik karena terdapat 

perbedaan dalam pengambilan tindakan dari kedua unit pelaksana penimbangan, 

padahal dasar hukum sebagai pegangan dari tugas dan fungsi mereka adalah sama. 

Dalam melakukan fungsi pengawasan muatan barang, memantau arus barang 

keluar masuk provinsi itu sudah tepat, tapi dalam proses penindakan yang menjadi 

pembedanya. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum dalam 

proses angkut muat barang anatar lain ; undang-undang (aturan) sebagai dasar 

penerapan sanksi tidak begitu kuat, penegak hukum dalam hal ini petugas 

penimbangan yang menunjukkan perbedaan penindakan yang tegas, sarana dan 

fasilitas gudang penyimpan barang yang menjadi alasan untuk tidak melakukan 

pembongkaran muatan, masyarakat yang tidak mau peka dan tidak mau menaati 

aturan dalam angkut muat barang, dan budaya buruk masyrakat dalam 

menanggapi substansi dari hukum yang mengatur. 
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1.2 Saran 

1. Dalam menjalankan peran untuk proses pengawasan  muatan kendaraan 

barang petugas harus lebih berani dalam menegakkan aturan untuk kedua lokasi 

jembatan penimbangan tersebut, karena dasar hukumnya sama jadi dalam proses 

penindakanpun kiranya harus sama. 

2. Dalam mengatasi beberapa faktor kendala seperti undang-undang(aturan), 

penegak hukum(petugas), sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya dari perlu 

adanya kajian sebagai tolak ukur dari suatu periode kegiatan yang telah di ambil 

dalam beberapa waktu agar dapat menilai dan mengintrospeksi bagian mana yang 

perlu adanya peningkatan maupun perubahan secara keseluruhan. 
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